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ABSTRAK 
Aborsi atau istilah latinnya Abortus adalah tindakan pengeluarannhasilnkonsepsi 
(pertemuannsel telur dannselnsperma) denganndikeluarkannyanjanin (fetus) 
ataunembrio sebelumnmemiliki kemampuannuntuk bertahannhidup diluarnrahim. 
Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Tujuan dari penelitiannini yaitununtuk 
mengetahuinfaktor–faktornyang menjadinpenyebab terjadinyanaborsi dan bentuk 
perlindungan aborsinbagi korbannpemerkosaan menurutnUndang–Undang 
Nomorn36 Tahunn2009 tentangnKesehatan.  
Hasilnpenelitiannmenunjukkan : 1) Faktor–faktornyang menjadinpenyebab 
terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor psikologis, faktor 
penyakit ibu, faktor herediter. 2) Perlindungan hukum aborsinbagi 
korbannpemerkosaan sudahndiatur dalamnPasaln75 ayatn (2) Undang–
UndangnNomor 36nTahun  2009ntentang Kesehatanndan sebelum dilakukan 
tindakan aborsi harus melakukan konseling dengan konselor yang berkompeten 
dan berwenang, tindakan aborsi ini dapatndilakukan sebelumnumur 
kehamilann6nminggundihitungndarinharinpertamanhaidnterakhirnkecualinadanke
daruratannmedis, dilakukan oleh tenaganmedis yangnprofesional dan 
memilikinsertifikat dari menteri. Perlindungan hukum ini diperkuat juga dalam 
Pasal 77 dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi perempuan 
yang melakukan aborsinagarntidak terjadi tindakannaborsi yang tidak bermutu, 
melanggar norma dan peraturan perundang–undangan.  
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aborsi, Hukum Kesehatan  
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Abortion or what is known as the Latin Abortion is the act of spending the results 
of conception (meeting eggs and sperm cells) with the issuance of the fetus (fetus) 
or embryo before having the ability to survive outside the womb. This study 
includes normative research. This study describes the history of abortion and 
provides an example of abortion due to rape.nThe purposenof this studynis 
tonfind outnthe factorsnthatnare the causenof abortion and forms of abortion 
protection for victims of rape accordingnto LawnNo. 36nof 
2009nconcerningnHealth.  
The results of the study show: , psychological factors, factors in maternal disease, 
hereditary factors. 2) Legal protection for abortion for rape victims is regulated 
in Articlen75 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 concerning Health and 
before an abortion must be done through counseling with a competent and 
authorized counselor, this abortion can be done before 6 weeks' gestation counted 
from the first day of the last menstruation unless there is a medical emergency, 
carried out by professional medical personnel and have a certificate from the 
minister. This legal protection is also strengthened in Article 77 where 
thenGovernment is obligednto providenprotection fornwomen who have abortions 
so that there is no quality abortion that violates the norms and regulations of the 
law  
 
Key Words : of Legal Protection, Abortion, Health Law 
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A. PENDAHULUAN 
Semakin berkembangnya peradaban manusia maka makin banyak masalah 
yang muncul di masyarakat. Masalah–masalah baru bermunculan sesuai dengan 
dinamisme kehidupan dimasyarakat, seperti permasalahan terhadap perempuan 
yang dimana sering dianggap makhluk yang sangat lemah mereka sering 
dipandang sebelah mata dan sering diperlakukan semena–mena oleh para kaum 
laki–laki. Perempuan dengan kepribadian seperti itu sering mendapatkan 
kekerasan fisik atau psikis. Kekerasaan fisik dan psikis sering terjadi dan 
menghawatirkan bagi perempuan adalah pemerkosaan. Dampak dari pemerkosaan 
tersebut yaitu kehamilan yang tak diinginkan.  
Menjalaninkehamilan adalah hal yanggsangatgdiidam–idamkan 
olehgkebanyakan pasangan suami istri diseluruh dunia. Akan tetapi ada wanita 
yang tidak menghendaki kehamilannya misalnya karena pemerkosaan, jenis 
kelamin janin yang tak dinginkan, adanya kegagalan dari program Keluarga 
Berencana. Kehamilan yang tak diinginkan itu menimbulkan dampak buruk bagi 
korban pemerkosaan, karena kehamilannya itu dianggap hina dan merupakan aib 
bagi pelaku dan keluarganya. Sehingga mendapatkan reaksi–reaksi sosial seperti 
pengucilan dimasyarakat, oleh karena itu korban pemerkosaan sering kali 
melakukan tindakan aborsi secara sengaja.  
Aborsigsendiri dimambil dari bahasa Inggrisgyaitu abortio berasal dari kata 
latinyangberartinpenggugurangkandungangataunkeguguran.nAborsigmenurutgDr.
Gulardinadalahgberhentinyag(mati)ndangkeluarkannyanjaninnsebelumnusian20 
minggu (dihitunggdari haidgterakhir) atau berat janin kurang darin500 gram atau 
panjang janin kurang dari 25 cm
33
. Jadigdapat disimpulkan bahwa abosi yaitu 
penggugurangkehamilan dari rahim sebelum janin tersebut bertahan hidupgdiluar 
kandungan dimana janingtersebut 
berumurn12n20gminggu.nIstilahnmedisnaborsinadanduanmacamnyaitunaborsi 
spontan(abortusnspontaneus) dannaborsi disengaja (abortusnprovokatus). 
                                                 
33 Maria UlifahnAnsor, WannNedra, dannSururin (editor), Aborsindalam PerspektifnFiqh 
Kontenporer. (Jakarta: BalainPenerbit Fakultas KedokterannUniversitasnIndonesia, 2001), 
hlm. 158 
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Aborsinspontan (abortus 
spontaneus)nmerupakannaborsinyangnterjadinsecaranalamintanpansebabntertentu
sepertinvirusntokoplasma, anemia, demam tinggi. Aborsinsaat ini menjadi 
perhatian yang sangat aktual dikalangan masyarakat pada umumnya. Masalah 
aborsi biasanya disebabkan karena pergaulan bebas, masalah ekonomi serta orang 
tua tidak mau lagi dibebani tanggungjawab dengan lahirnya seorang anak, 
sehingga anak tersebut digugurkan dalam kandungan. Masalah lain yang 
menjadikan perempuan melakukan aborsi yaitu perempuan yang kehamilannya 
akibat pemerkosaan yang dimana mengakibatkan gangguan psikologi berupa 
depresi dan dampak sosial masyarakat.  
Aborsi sendiri akan mengakibatkan seorang perempuan mengalami gangguan 
kejiwaan yaitu stres pasca trauma aborsi serta kematian yang diakibatkan 
pendarahan bila tidak ditangani secara tepat oleh tenaga medis. Sehingga Negara 
melarang adanya tindakan aborsi, namun realitanya dari beberapa kondisinyang 
darurat aborsi harus 
dilakukannkarenanuntuknmenyelamatkannnyawanseorangnibunyangnmengalami
permasalahannkesehatannataunkedaruratannpada kehamilannya. Aborsi sudah 
diatur dalam Pasal 75nUndang–Undang Nomorn36 Tahun 
2009ntentangnKesehatan.Aborsinuntuk menyelamatkannseorang ibunhamil 
dannatau janinnyanharus melalui konseling yang 
dilakukannolehnkonselornyangnberkompetenndannberwenangndibidangnya. 
UUnNo.36n Tahun 2009ntentangnKesehatan, ada pengecualian dalam melakukan 
aborsi berdasarakan kedaruratan medis dan pemerkosaan, kedaruratan medis yang 
dimaksud yaitu dimana seorang ibu yang hamil dalam mendeteksi kehamilannya 
ditemukan beberapa indikasi yang membahayakan nyawa ibu maupun janin 
yangnmenderita penyakit genetikndan cacatnbawaannyang menyulitkannbayi 
bertahannhidupndi luarnkandungan. 
Menggugurkan kandungan (afdrijving) yangndimaksud di sini adalah 
melakukan sesuatu yang wujudnya dan caranya pada kandungan perempuan 
mengakibatkan janin atau bayi dari rahim perempuan lahir sebelum waktunya. 
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Sedangkan aborsi yang dilakukan oleh tindak pemerkosaan disini bahwa yang 




isebutkannbahwansetiapnorang dilarangnmelakukannaborsi. nKemudian, 
disebutkan padanayat (2) 
bahwanlaranganntersebutndapatndikecualikannataundiabaikannberdasarkannindik
asinkedaruratannmedisnyangndideteksinsejaknusiandininkehamilanndannkehamil
annakibatnpemerkosaannyangndapatnmenyebabkan traumanpsikologis bagi 
korbannpemerkosaan.  
Pengecualiannaborsindapatndilakukan dengannsyarat yangntertuang 
dalamnPasal 76. Pengecualian ini di perkuat lagi pada Pasaln77 yaitu 
Pemerintahnwajib melindungndan mencegahnperempuan darinaborsi sebagimana 
dimaksudndalam Pasal 75nayat(2) dannayat (3). Maka maksud pasal diatas 
pemerintah wajib memberikan perlindungan demi keselamatan ibu ataupun janin 
yang dikandung dana mencegah segala tindakan aborsi sebagaiman dimaksud 
baik itu permintaan ibu yang mengandung ataupun orang yang membantu 
tindakan aborsi yang dapat membahayakan ibu atau janin tersebut (tidaknbermutu, 
tidak bertanggungjawab, tidak aman, bertentanganndengan normannagama 
dannketentuan peraturannperundang-undangan). 
Apabila dilihat pada Undang-UndangnNomor 36nTahunn2009 
tentangnKesehatan tenaganmedis diperbolehkannuntuknmelakukan aborsinlegal 
padanperempuannhamil karenanalasannmedis dan aborsi akibat pemerkosaan 




Berdasarkan uraian dari latarbelakangnmasalah yangntelah 
diuraikanndiatas maka penulisnakan membatasinperumusan masalahndalam 
tulisannini dengannrumusan masalahnsebagainberikut : Apa saja faktor-faktor 
penyebab terjadinya aborsi dan bagaimana perlindungan hukum aborsinbagi 
                                                 
34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
35 Yuke NovianLangie, “TinjauannYuridis Atas AborsinDinIndonesia,” Lex et Societatis Vol. II, 
No. 7 (2004), hlm. 61-71 
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korbannpemerkosaan menurutnUndang-UndangnNomor 36nTahun 
2009ntentangnKesehatan ? 
Tujuan dan manfaatndari penelitiannini adalahnuntuk mengatuhuinfaktor-
faktor penyebabnterjadinya aborsindan perlindungannhukumnbagi 




1. Jenis Penelitian 
Penelitian Hukum (legalnresearch) dalamnbahasa Belandandisebut 
rechtsonderzoek.
36
 Penelitian ini menggunakan penelitiannhukum  normatif.  
Penelitiannhukum normatif adalahnpenelitian yangndilakukan denganncara 
menelitinberdasarkan data–data sekunder atau data kepustakaan. 
 
2. Prosedur  
Penelitiannini bersifatndeskriptif–analitiknyaitu penelitian 
yangnmengungkap peraturannperundang–undangan yang berkaitan dengan teori–





Dalam penelitiannini, penulisnmenggunakan tekniknstudi pustakanyaitu, 
mempelajarinbuku – buku, literature, peraturannperundang – undangan, 
jurnalnpenelitian, hasilnpenelitian terdahulundan bahan kepustakaannlain yang 





                                                 
36 Peter Mahmud Marzuki.2016.Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group. 
Cetakan ke 12, hlm 55. 
37 Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: SinarnGrafika, Cetakan ke – 14, hlm 
107 
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4. Teknik Analisis Data 
Analisisnbahan hukumnmerupakan tahapnyang paling 
pentingndidalamnsuatu penelitian. Karenandalam penelitiannini bahan 
yangndiperoleh akanndiprosesndan dimanfaatkannsedemikiannrupa 
sampaindidapat suatunkesimpulan yang nantinynakan menjadinhasil 
akhirndarinpenelitian. Tekniknanalisis bahannhukum yangndipergunakan 
dalamnpenulisannhukumnsaatnininadalahndeduksi,nsebagaimanansilogismenyan
gndiajarkannolehnAritoteles, penggunaan metodendeduksi ininberpangkal 
darinpengajuan premisnmayor. Kemudiannsetelah itu diajukannpremis minor. 
Dari keduanpremis ini kemudiannditarik suatu kesimpulan atau consclusio.
38
 
Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalamnpemamparannya 
mengemukakannbahwa didalamnlogika silogistiknuntuk penalarannhukum 
yangnmenjadi premisnmayor adalah aturan hukum, sedangkan premisnminornya 
adalah faktanhukum. Darinkeduanhal tersebut dapat ditarik konklusi.  
 
C. PEMBAHASAN 
Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.  
Pada masa–masa ini anak remaja sangat membutuhkan perhatian yang 
khusus karena pada usia mereka saat ini adalah masa dimana mereka sulit 
menentukan jati diri mereka. Dimasa ini lah remaja bisa dikatakan labil 
(emosional dan cara berfikir) dan gampang dipengaruhi oleh hal–hal yang bersifat 
buruk untuk dirinya.  
Peran orang tua sangatlah diperlukan dalam kasih sayang, pendidikan dan 
memberikan sosialisasi mengenai hubungan sex dini sebagai bekal pengetahuan 
agar sang anak tidak terjerumus kedalam pergaulan sex bebas. Akibat kurangnya 
pengetahuan mengenai sex bebas ini, banyak kaum wanita yang menjadi korban 
kesusilaan seperti tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan ini menimbulkan 
                                                 
38 Peter Mahmud  Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Permada Media Grup Hal 
89. 
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kehamilan yang tidak diiginkan dan mendorong korban melakukan aborsi. Faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi yaitu :
39
  
a. Faktor Ekonomi  
Keluarga merasa anaknya sudah cukup banyak tidak mampu membiayai anak 
yang akan dilahirkan, tetapi pasangan tersebut tidak mau memakai alat 
kontrasepsi, atau sekedar memakai kontrasepsi dengan tingkat kegagalan yang 
tinggi.  
b. Faktor penyakit Herediter  
Ada kasus khusus yakni janin ternyata sudah terekspos oleh substansi teratogenik. 
Ibuyangnmengandungntelahnmelakukannpemeriksaannkehamilanndannmendapat
kan kenyataan bahwanbayinyangndikandungnya cacatnsecaranfisik. Dapat juga 
perempuan yang mengandung tersebut menderitanpenyakit jantung berat/keluarga 
wanita tersebut tidak ingin bayinya mengalami cacat bawaan. 
c. Faktor Psikologis 
Aborsi dapat terjadi karena kehamilan yang terjadi diluar pernikahan akibat 
hubungan seks bebas, kehamilan dari pemerkosaan, dapat juga hasil hubungan 
saudara sedarah incest. Aborsi juga dapat terjadi dari kehamilan dari hasil 
perselingkuhan atau kehamilan ketika wanita yang mengandung tersebut sedang 
ada masalah dengan suaminya.  
d. Faktor Usia  
Aborsi dapat terjadi pada pasangan remaja yang belum cukup umur dan belum 
matang dalam psikologisnya. Aborsi dapat juga terjadi karena ayah anak yang 
dikandung bukan laki-lakinyang diinginkan. 
e. Penyakit Ibu 
Aborsi dapat terjadi ketika kehamilannberkembang menjadi sebabnadanya 
penyakitnsepertinpre-eklamsianatauneklamsia yang dapatnmembahayakan 
nyawanibu atau ibu terinveksinHIV. 
 
                                                 
39 Trini Handayani, Aji Mulyana. Tindak Pidana Aborsi.  Jakarta : Pramata Puri Media Jl. Topaz 
Raya.  Cetakan 1. 2019. Hal 82 – 83. 








gender,yangnmengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek 
pemuasannkepentingan biologis kaum laki-laki. Lebih buruknya lagi 
pemerkosaan itu berdampak pada psikologis dan medis misalnya kehamilannyang 
takndiinginkan. Akibat dari kehamilannyang tak diinginkan (pemerkosaan) 
perempuan sering melakukan aborsi secara illegal dan legal. Perempuan korban 
pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi berhak mendapatkan bantuan medis 
berdasarkan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.  
Berkaitanndengannkesehatan reproduksi,  Pasaln72 Ayatn1 UU Nomorn36 
Tahun 2009nTentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang 
berhaknmenjalaninkehidupanreproduksindannkehidupannseksualnyangnsehat, 
aman,sertanbebasndarinpaksaanndan/ataukekerasan dengan pasangannyang 
sah.
40
Termasuk didalamnya adalah keadaan korban pemerkosaan sebagaimana 
telah dinyatakan dalam Pasal 72 Ayat 1 kehidupan reproduksi seseorang harus 
sebagaimana yang diinginkan individu tersebut dan tentunya sebagaimna yang 
telah di legalkan di Indonesia, mulai dari perkawinan yang sah sampai dengan 
menjalani rumah tangga tanpanada paksaanndari pihaknmanapun 
deminterwujudnya kesejahteraan keluarga.  
Perempuan korban pemerkosaan yangnmelakukan tindakannaborsi 
memperoleh perlindungannhukum yang tetapnseperti yang tertuangndalam 
Pasaln75 Ayat 2 Undang - UndangnNomor 36nTahun 2009ntentangnKesehatan 
yang berbunyi:
41
 ayat (2) Larangan sebagaimanandimaksud padanayat (1) 
dapatndikecualikannberdasarkan (a) Indikasi kedaruratannmedis yang 
                                                 
40 Muchtar Masrudi,ibid, hlm 197. 
41 Undang-UndangnNo.36 Tahun 2009 tentangnKesehatan 
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dideteksinsejak dininkehamilan, baik yangnmengancam nyawa 
ibundan/ataunjanin, yangnmenderita penyakitngenetik beratndan/atau 
cacatnbawaan, maupunnyang tidak dapatndiperbaiki sehingganmenyulitkan 
bayintersebut hidupndi luar kandungannatau (b) Kehamilannakibat 
perkosaannyang dapat menyebabkanntrauma psikologisnbagi korbannperkosaan. 
Aborsindapatndilakukn dengannsyarat yangntertuang pada Pasaln76nUndang-
Undang Nomorn36 Tahun 2009ntentangnKesehatan yangnberbunyi : 
a. Sebelumnkehamilannberumurn6n(enam) minggu dihitung dari haid pertama 
haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.  
b. Olehntenagankesehatannyang, memiliki ketrampilan dan kewenangan yang 
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri 
c. Dengannpersetujuan ibu hamilnyangnbersangkutan. 
d. Dengannijinnsuami, kecualinkorbannpemerkosaan.  
e. Penyediaannlayanannkesehatannyangnmemilikinsyaratnyangnditetapkan 
oleh menteri.  
Pasal 77nUndang - UndangnNomor 36nTahun 2009nTentang 
Kesehatannadalah dasar untuk pemerintah wajib melindungi dan mencegah 
perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung 
jawab serta bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkanvuraianvdiatasvpenulisvmenarik kesimpulanvbahwa :  
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi yaitu :  
a. Faktorrekonomi.  
b. Faktorrusia.  
c. Faktorrherediter.  
d. Faktorrpenyakit ibu.  
e. Faktorrpsikologis.  
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2. Perlindungan hukum aborsirbagi korbanrpemerkosaan menurutrUndang-
Undang No.36rTahunr2009 tentangrKesehatan tertuangrdalam 
Pasalr75rayat (2) dan pengecualianrinirsebelumrusiarkehamilanr6 minggu 
dihitung darirharirpertama haidrterakhir, dilakukan olehrtenaga medis 
yang berwenangrdan berkompeten serta 
memilikissetifikatsdarismenteri.sPemerintahsberkewajibansuntukvmelindu
ngi, mencegah perempuan dari tidakan aborsi yang tidak bermutu, tidak 
aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma 
agama dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ayat (1) dan (2) 
Saran 
1. Pemerintah diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi korban 
pemerkosaanvyang melakukan aborsivsesuai dengannprosedur 
dannkeamanan yang telahnditetapkan berdasarkannUndang–
Undangnyangnberlaku. 
2. Pemerintah wajib mendampingi secaranpsikis maupunnmental agarnkorban 
pemerkosaannyang mau melakukannaborsi atau setelah melakukan 
aborsinsiap lahir batinnuntuk menerimansegala resiko yangnakan 
dihadapinyandikemudiannhari. 
3. Untuknmemberikan rasanaman dan nyamannbagi setiap korbannpemerkosaan 
yang melakukannaborsi sesuaindengan peraturannperundang–undangannyang 
berlaku, makanpemerintah berkewajibannmenyediakan tenaganmedis yang 
professionalndalam bidangnyanuntuk menanganinkorban pemerkosaannyang 
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